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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta SPG
Ponsel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SD,
tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Riau;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Pkc,
tanggal 07 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya tercantum di
Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil namun menurut relaas Nomor
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110/Pdt.G/2022/PA.Pkc tanggal 09 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 yang
dibacakan di dalam sidang alamat Tergugat tidak jelas diketahui dan tidak
sesuai dengan alamat yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam
gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim
mencabut perkaranya untuk mencari alamat jelas dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat berdasarkan relaas telah dipanggil
namun tidak bertempat tinggal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat di
dalam gugatannya dan tidak diketahui alamat pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di muka sidang
menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan
mencari alamat pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor
110/Pdt.G/2022/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara

tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Delbi Ari Putra, S.H. dan Wahita Damayanti, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mimi
Aslinda M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Delbi Ari Putra, S.H. Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota
ttd

Wahita Damayanti, S.H.
Panitera Pengganti
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ttd

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 500.000,-

4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 630.000,-
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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